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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjavan Figh Al-siyasah Al-dusturiyyah Terhadap
Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan dan
Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi
Kasus di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) ini
adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
tentang: 1) Bagaimana implementasi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat
desa menurut UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana tinjaun Figh al-
Siyasah al-Dusturiyyah tentang implementasi kewenangan pemerintahan desa
terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang
dilakukan oleh peneliti yaitu, Perfama, Pengumpulan data, yang terdiri dari
(observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis
data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang
sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, pemerintahan Desa
Angsanah tidak meralisasikan pembangunan desa secara maksimal sebab, selama
ini pembangunan Desa Angsanah yang sangat digencarkan lebih kepada sektor
infrastruktur, sedangkan sektor lain tidak menjadi prioritas utama oleh
pemerintahan Desa Angsanah. Sejauh ini keadaan pembangunan desa angsanah
mulai dilesatkan, pasalnya terdapat beberapa aspek pembangunan diantaranya
adalah pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di bidang kerajinan dan
kesenian batik tulis, kemudian pembangunan infrastruktur dan terakhir adalah
pelayanan air bersih dengan melakukan pengeboran di setiap dusun yang dilanda
kekeringan saat kemarau panjang, selain itu promram tersebut di atas
dianggarkan oleh pemerintahan Desa Angsanah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintahan desa
Angsanah untuk lebih fokus lagi dalam hal membangun dan mengembangkan
potensi Desa pada segala sektor utamanya dalam hal pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan
kreatif, selain itu perlu adanya pemerataan pembangunan pendukung seperti
peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa.

Dalam kaitanya dengan kewenangan pemerintahan desa, maka Islam sudah
memposisikan pemerintahan desa sebagai bagian dari a/-Imamah, hal ini jika
dikaitkan dengan figh a/-Siyasah al-Dusturiyyah, maka dengan klasifikasi yang
sudah di jelaskan sebelumnya, pemerintahan desa masuk dalam al-siyasah al-
Dusturiyyah al-Thanfidiyyah yang menjelaskan tentang imam (pemimpin).
Sehingga seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengan masyarakat (ummah)
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan dalam segala
aspek yang berkaitan dengan masyarakat, sosial demi pembangunan wilayah
kekuasaannya secara maksimal.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas,
Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menjalankan sistem
pemerintahan dengan penuh keleluasaan, yang artinya adalah bahwa
pengelolaan dan pengembangan terhadap daerah diberikan lansung dan
sepenuhnya kepada daerah tersebut, sehingga daerah dapat menjalankan
sistem pemerintahannya secara mandiri tampa adanya interfensi dari pihak
manapun. Selain itu pada awal perdebatan tentang bentuk negara konsep dan
gagasan tentang negara kesatuan sendiri sudah tertanam jauh sebelum
kemerdekaan Indonesia, dan hal tersebut pernah dikemukakan oleh M.
Yamin. dirinya menyampaikan bahwa dasar unitarisme sejak kongres
Indonesia muda (sumpah pemuda) 28 Oktober 1928 membuang dasar
federalisme dan kebusukan rasa kepualaun atau kedaerahan (insularisme
provincialisme) dan menanam kesatuan Indonesia atas dasar persatuan
bangsa, daerah tanah air dan bahasa di bawah lindungan satu bendera merah
putih.!

Sehingga dengan adanya kongres pemuda pada 28 Oktober tersebut
dapat dijadikan sebagai langah awal terbentuknya negara kesatuan yang

berisikan tentang komitmen berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa

' M. Yamin. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta, Djambatan, 1951), 18



satu. Lalu kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen persatuan
tersebut merupakan bagian dari resultante politik para pendiri republik ini.
Dan sebagai negara kesatuan terdapat sistem pemerintahan yang secara
umum diadopsi oleh Negara kesatuan diantaranya adalah sitem
pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Sedangkan Indonesia memakai
sistem pemerintahan desentralisasi, karena istem tersebut merupakan pilihan
yang tepat bagi negara kesatuan Indonesia dibandingkan asas OtonomiZ.

Sistem pemerintahan desentralisai dan otonomi seluas-luasya
merupakan hak, wewenang kewajiban dan tanggung jawab daerah otonom
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015
yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai
langkah pemerintah pusat untuk menciptakan kemandirian suatu daerah
dalam mengelola potensi-potensi yang terdapat di dalamnya.

Pemberian kewenangan tersebut tidak hanya pada tataran pemerintahan
daerah saja, melainkan sampai pada sektor pemerintahan yang paling bawah
yaitu desa. Kewenangan yang diberikan pada desa untuk mengelola,
membangun dan meningkatkan potensi juga kemajuan desa, diantaranya
bertujuan untuk menciptakan pemerataan dari segala sektor baik sosial,
pendidikan, ekonomi, maupun budaya dan politik. Sebagaimana ketetapan
yang berlaku dalam UU. No. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa kewenangan

yang diberikan pada pemerintahan desa dalam mengimplementasikan tugas

2 Nikmatul Huda, Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal, Jurnal Konstitusi
PSHK UlII, Vol.1. No. 01. 60.



dan tanggung jawabnya adalah semata-mata untuk berjalannya roda
pemerintahan yang ada di desa menjadi lebih mandiri.

Namun perlu diketahui bahwa kewenangan yang diberikan terhadap desa
seperti yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu pemerintahan desa
tidak hanya terfokus pada satu sektor saja, melainkan sektor yang lainnya
juga menjadi tangung jawab pemerintahan desa. Salah satu diantaranya
adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat, dalam pasal 26
ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan yang kongkrit
bahwa pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
desa, selain itu dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
mengenai kewenangan desa’®, yang berbunyi:

"kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa"

Namun sering kita temukan berbagai macam ketimpangan yang terjadi
di setiap tatanan pemerintahan desa, dalam kaitannya dengan implentasi
kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-undang terhadap desa, banyak
sekali kerancuan yang terjadi, salah satu diantaranya yang terjadi di Desa
Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten pamekasan, Desa Angsanah
merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Palengaann
Kabupaten Pamekasan, jumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut

yaitu 12 desa, diantaranya; Desa Akkor, Angsanah, Banyupelle, Kacok,

3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa



Larangan, Badung, Palengaan Daya, Palengaan Laok, Panaan, Potoan Daya,
Potoan laok, Rek Kerrek, Rombuh, namun dapat keberadaan desa yang
terdapat di kecamatan tersebut tidak terlalu efektif dalam menjalankan roda
pemerintahan, utamanya dalam ranah yang menjadi kewenangan pemerintah
desa.

Pada dasarnya kewenangan yang diberikan kepada desa tidak hanya
direalisasikan pada sektor khusus saja, melainkan sektor-sektor lain yang
juga menjadi tanggung jawab, tugas dan kewenanganya, dari 12 desa yang
ada di Kecamatan Palengaan tersebut terdapat beberapa desa yang hanya
terfokus pada sektor pembangunan infrastruktur, sedangkan sektor yang lain
kurang atau bahkan tidak sama sekali diperhatikan, Sebagai seorang
pimpinan tertingg, dalam merealisasikan kewenangan, tugas dan tanggung
jawabnya pemerintah desa semestinya mampu melaksanakan sebuah
kebijakan untuk dapat mengukur dan menimbang dengan tepat apa saja yang
sekiranya perlu dilakukan demi kemajuan desa, baik dalam apek
pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, politik maupun budaya, namun
pasalnya yang terjadi adalah, implementasi kewenangan yang terjadi di Desa
Angsanah hanya terfokus pada sektor pembangunan infrastruktur, artinya
dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan pembinaan yang seharusnya
merupakan tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian dari
kewenangan desa tidak direalisasikan dengan baik, sehingga masyarakat
tidak dapat tumbuh mandiri dan lebih kreatif dalam mengelola sumberdaya

yang terdapat di desa.



Apabila dilihat dari aspek georafis sosiologis masyarakat Desa
Angsanah mempunyai potensi-potensi tersendiri yang dapat menunjang
terhadap taraf hidupnya, selain itu kebanyakan dari mereka ada yang
menekuni bidang peternakan, pertanian, seni, kerajinan, dan bahkan usaha-
usaha lain yang semestinya menjadi perhatian pemerintah desa untuk dibina
dan diberdayakan, hal tersebut selain dapat meningkatkan kemajuan desa,
juga untuk melahirkan kreator-kreator baru yang berkembang dengan adanya
pemberdayaan dan pembinaan yang langsung diberikan oleh pemerintah
desa, artinya desa memberikan wadah khusus sebagai bagian dari tanggung
jawabnya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa.

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pada dasarnya sudah
merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan desa, dengan adanya
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang desa, maka hal tersebut
sudah merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam
merealisasikan pelaksanaan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan jika
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tidak direalisasikan secara
maksimal sebagaimana amanat yang ada dalam peraturan perundang-
undangan, maka pemerintah desa dan perangkatnya dapat di kenai sangsi
administratif atau bahkan sampai pada tahap pemberhentian, seperti yang
terdapat dalam undang-undang desa pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu*:

4 Ibid, UU No, 6 Tahun 2014



”Ayat (1) kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sangsi
administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis”

“Ayat (2) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan ~ dengan pemberhentian”

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri juga memberikan legitimasi
yang memuat tentang pemerintah desa, bahwa dalam menjalankan roda
pemerintahan desa, pembangunan juga pemberdayaan dan pembinaan
terhadap masyarakat desa, maka hal itu merupakan tugas dan fungsi
pemerintah desa sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan dalam kaitannya
dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tertuang di pasal 6 ayat 3
huruf (c) dan (d) Permendegri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015
yaitu’:

1. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan dan ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasii dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda olah raga, dan karang taruna

Sehingga untuk meningkat sebuah kemajuan yang diharapkan, maka
salah satu upaya yang sangat efektif adalah dengan diberikannya
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, sebab pemberdayaan dan

pembinaan masyarakat adalah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 Tentang susunan organisasi dan
tatakerja pemerintah desa



masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang
bersifat poeple centred, participatory, empowerment and sustainable
(Chamber, 1995), lebih jauh lagi Chamber menjelaskan bahwa konsep
pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-
mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, tetapi lebih
sebagai upaya menacari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.®

Pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat desa, merupakan

kewenangan pemerintahan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dialihkan
atau bekerjasama dengan kepala kewilayahan atau kepala dusun, di Pasal 10
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 menjelaskan fungsi
kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan
tugas kewilayahan yang bertugas membantu pemerintah desa dalam
pelaksanaan tugas dalam lingkup wilayahnya, sedangkan untuk
melaksanakan tugasnya, kepala kewilayahan atau kepala dusun mempunyai
fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah.

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3. Malakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam  menjaga

lingkungannya.

® Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah, Vol, 1 No. 2, Juli 2011. 88.



4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan desas.

Dengan adanya peraturan yang berlaku dalam undang-undang, maka
pemerintah Desa Angsanah tetap berwenang untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa pemberdayaan dan pembinaan secara berkala, hal
itu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh
undang-undang, sehingga implementasi kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah desa dalam menjalankan rotasi pemerintahan tidak hanya
terfokus pada sektor-sektor tertentu saja, melainkan sektor yang lain harus
menjadi perhatian tersendiri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan
efektifitas pemerintahan dalam membangun dan memajukan desa, selain itu
pemberdayaan dan pembinan tersebut juga tertuang di Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa, pasal (3)
mengenai maksud dan tujuan, menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya
peraturan mentri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas
pelaksanaan di bidang kewenangan desa yang meliputi’:
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan

di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap

7 Perraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan

Desa



pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, maka dapat dijelakan bahwa
sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah
saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah siyasah, siyasah dalam Islam
pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai
pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat
pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi
pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan al-Siyasah
al-Dusturiyah, al-Siyasah al-Dusturiyyah merupakan bagian dari Figh
siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk
menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai
syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang
tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang
disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqgidah, ahklak,
muamalah maupun berbagai macam hubungan lainya8.

Kemudian ~dalam  perkembangan  roda pemerintahan yang
mengedepankan dasar hukum Islam, maka perinsip-perinsip yang diletakkan
dalam perumusan undang-undang dasar Islam adalah jaminan atas hak asasi
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang
di hadapan hukum, tampa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan,
pendidikan dan agama®. Hal tersebut merupakan landasan utama dalam

menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang

8 Yusuf al-Qardhawi, Figh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah alih Bahasa Kathun
Suhadi, 46- 47.
® Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah, 154.
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juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di hadapan
hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan adalah
untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan
manusia yang merupakan prisip siyvasah al-Dusturiyah akan benar-benar
tercapai'®,

Namun para ulama' berbeda pendapat mengenai ruang lingkup figh
siyasah, sehingga Almawardi membaginya pada beberapa bidang,
diantaranya:!!

1. Perundang-undangan (Siyasah al-Dusturiyyah)
2. Keuangan (Siyvasah Maliyyah)

3. Peradilan (Siyasah al-Qadhaiyyah)

4. Peprangan (Siyasah Harbiyyah)

5. Administrasi (Siyasah Idariyyah)

Secara definitif Dusturi berasal dari kata Persia, semula artinya
seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun
agama. Dalam perkembangannya selanjutnya, kata ini ditunjukkan untuk
anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).!> Setelah
mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dusturi berkembang
pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dusturi

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama

10 A, Djazuli, Figh Siyasah,. 47.
"' J Sayuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Y ogyakarta: Ombak 2014),

12 Bernard Lewis et al, The Encyclopedia of Islam, Vol 2, (Leiden : E. J. Brill, 1978), 638. Lihat
Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya
Media Pratama, 2001), 153.
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antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak
tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).'3

Ahkam al-Dusturiyyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan)
yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai
pengaturan dasar dan sistem negara, Perundang-Undangan dalam negara,
syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin
dengan rakyatnya.'4

Al-siyasah al-Dusturiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara
pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan
umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakaat, serta
hubungan antara penguasa dan rakyat.'>

Figh al-Siyasah al-Dusturiyyah menurut Suyuthi Pulungan adalah
siyasah yang berhubungan dengan peratuan dasar tentang bentuk
pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara
batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak
yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa
dan rakyat.'6

Al-siyasah al-Dusturiyyah dalam figh siyasah pembahasanya meliputi
masalah Perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara

lain sistem-sistem Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah

13 Ibid., 154.

14 Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 25.

15 Jeje Abdul Rozak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.
16 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 44.
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lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana
cara merumuskan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan shura yang
merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan negara serta ummah
yang menjadi pelaksana Undang-undang tersebut.!”
Selain itu dalam figh al-Siyasah al-Dusturiyyah menurut Djazuli
terdapat beberapa pembagian, antara lain:!®
1. Bidang alSiyasah al-Tasri’iyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada persoalan ah/ al-
hall wa al-"agd (majelis shura), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan
muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang
Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.
2. Bidang Siyasah al-Tanfidhiyyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan
tentang imama, persoalan bai’ah, wuzarah dan waliy al-ahd;.
3. Bidang Siyasah al- Qada’iyyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan
tentang peradilan.
4. Bidang Siyasah al- Idariyyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan

tentang administrasi dan kepegawaian.

17 Muhammad Iqbal, Figh Siyvasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1, (Jakarta :
Gaya Media Pratama, 2001), 153.

8 H.A. Dzajuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar’iyah,
Cet Ke 3, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 48.
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Sehingga dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa al-
Siyasah al-Dusturiyah adalah bagian dari Figh Siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup
pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk
pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawabnya yang berkaitan
dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka
pemerintah desa masuk dalam Kkategori Siyasah al-Tanfidhiyyah yaitu
pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini adalah meliputi tentang
imama, persoalan bai’ah, wuzarah dan waliy al-ahdi.

Sedangkan secara keseluruhan perkara tersebut tidak akan terlepas dari
dua hal pokok diantaranya; pertama; dalil-dali kully, al-Qur'an maupun
Hadist, maqasid al-Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur
masyarakat. Kedua; aturan-aturan yang dapat berubah disebabkan karena
adanya situasi dan kondisi yang yang memaksa, termasuk di dalamnya hasil
ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya'®.

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai a/-Imamah atau
ulil amri yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh
terhadap ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam, dengan begitu
pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah
tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidah

berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan

19 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam., 48.
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terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas
skill dan peningkatan sumberdaya manusai untuk mengelola potensi-potensi
yang terdapat di desa.

Pada umumnya, kata-kata imam menunjukan kepada bimbingan kepada
kebaikan, meskipun kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu
kaum dalam arti yang tidak baik.?? Sedangkan Secara istilah Imamah adalah
“kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan
urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw”.?!

Senada dengan ini dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh
Rasyid Ridho yaitu "imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan
agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi”.??> Demikian pula
pendapat Al-Mawardi: “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi
kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”.??

Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa imamah adalah sebuah
lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syari’at serta
penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat
bagi bangsa atau umat yang dipimpin.>* Dari beberapa batasan tersebut maka
institusi imamah membutuhkan instrumen pendukung antara lain:

1. Al-siyasah atau sistem.

2. Tasharufatau kebijakan yang terstruktur.

20 Ahmad Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 54.

21 Ali Abd Al-Raziq, Al-Isalm Wa Ushul Al-Hukm, Al-Qahirat, 1925, 2.

22 J. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah “Ajaran, Sejarah Dan pemikiran, (Jakarta: Raia Grafindo
Persada, 1997), 44.

2 Ibid., 45.

24 Hasyim Abbas, Presiden Perempuan Perspektit Hukum Islam, (Y ogyakarta: Kutub, 2004), 8.
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3. Mas’uliyah atau tanggung jawab.
4. Ba’iah ‘ammah atau kepatuhan umat dalam hubungan saling
membutuhkan.
Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha,
mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan melaksanakan
hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas

yang digariskan Islam.?’

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uarikan dan dijelaskan secara
rinci di atas, maka dapat di peroleh dan di identifikasi beberapa masalah
yang akan ditimbulkan. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain
adalah:

1. Kewenangan pemerintahan desa dalam memberikan pemberdayaan dan
pembinaan kepada masyarakat sebagimana yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan kepala desa dalam menjalankan kewenangan, tugas dan
tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat demi kemajuan desa.

3. Fungsi pemerintahan desa dalam mengelola dan mengembangkan
potensi-potensi yang terdapat di masyarakat dengan pemberdayaan dan
pembinaan.

4. Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat yang kurang diperhatikan

25 Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), 129.
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atau tidak dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

5. Implementasi sistem pemerintahan desa yang hanya terfokus pada
sektor pembangunan infrastruktur.

6. Fungsi pemerintahan desa dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap

masyarakat di tinjau dari perspektif al- Siyasah al-Dusturiyyah.

C. Batasan Masalah
Dari beberapa permasalah yang tercantum diatas, maka dalam penelitian
ini penulis hanya terbatas pada pembahasan tentang: kewenangan, tugas dan
tanggung jawab pemerintahan desa dalam mengimplementasikan
pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang

desa dalam tinjavan a/-Siyasah al-Dusturiyyah.

D. Rumusan Masalah
Sesuai dengan pemaparan latar belakang, identifikasi masalah dan
batasan masalah yang tertera di atas, maka penulis dapat merumuskan
beberapa rumusan yang menjadi fokus permasalahan antara lain:

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat
desa menurut UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana tinjaun Figh al-Siyvasah  al-Dusturiyyah tentang
implementasi kewenangan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan

dan pembinaan masyarakat di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan



17

Kabupaten Pamekasan?

Kajian Pustaka
Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka untuk

menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap

suatu penelitian yang serupa yakni membahas tentang kewenangan
pemerintahan desa dalam ranah pemberdayaan dan pembinaan terhadap
masyarakat, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah
terdahulu. Dengan tujuan agar terhindar dari asumsi-asumsi plagiasi
terhadap karya orang lain. Oleh sebab itu penulis mencoba menelaah
penelitian  terdahulu, sehingga ditemukan beberapa literatur yang

mengandung unsur keterkaitan dengan penelitian skripsi ini, yang dapat di

uraikan sebagai berikut:

1. "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman". Skripsi ini ditulis
oleh Sigit Suardiyanto, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut membahas
tentang peranan kepala desa dalam hal pemberdayaan masyarakat di luar
kewenangan pemerintahan desa itu sendiri, dengan indikatornya adalah
pembangunan prasarana fisik dan non fisik yang difokuskan pada desa
Sidoagung, dan mengetahui faktor-faktor pendukung juga penghambat
atas peranan kepala desa yang di maksud di atas. Selain itu
pemberdayaan yang dimaksudkan adalah dilakukan oleh kepala desa

dengan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalui koordinasi
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secara partisipatif oleh masyarakat, sehingga peranan kepala desa dalam
pemberdayaan masyarakat berjalan efektif?®. Sedangkan dalam skripsi
ini penulis membahas tentang kewenangan pemerintahan desa dalam hal
pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat sebagaiamana yang
telah di atur dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa,
serta tinjauan Figh al Siyasah al Dusturiyyah terhadap implementasi
kewenangan pemerintahan desa di Desa Angasanah Kecamatan
Palengaan Kabupaten Pamekasan.

2. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di
Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang". Skripsi
ini di tulis oleh Hesty Pratiwi, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang
pemberdayaan terhadap masyarakat dengan konsep desa wisata Mandiri,
hal tersebut dilakukan karena desa Wanorejo merupakan salah satu
desa yang mempunyai destinasi wisata dan kebudayaan yang banyak di
minati para pengunjung sehinga pemberdayaan masyarakat lebih di
fokuskan pada aspek-aspek tertentu yang diantaranya pelatihan
pebuatan blangkon,dan seni tari dengan tujuan untuk menunjang minat
masyarakat dan wisatawan dari dalam mapun luar negeri untuk

mendatangi desa tersebut, selain memeng untuk mendukung

26 Sigit Suardianyanto. "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman" (Skripsi--Universitas Negerl Yogyakarta,
2015).
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prekonomian masyarakat desa?’. Sedangkan dalam skripsi ini penulis
membahas tentang kewenangan pemerintahan desa dalam hal
pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat sebagaiamana yang
telah di atur dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa,
serta tinjavan Figh al Siyasah al Dusturiyyah terhadap implementasi
kewenangan pemerintahan desa di Desa Angasanah Kecamatan
Palengaan Kabupaten Pamekasan.

3. "Ananlisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten
Bulu Kumba". Skripsi ini di tulis oleh Muh Nur Akbar, mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
Dalam skripsi tersebut membahas tentang peranan sebuan badan
pemberdayaan masyarakat yang terdapat di daerah atau kabupaten
Bulukumba. Selain memang merupakan kewenangan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dalam skripsi tersebut mengaharuskan
imlementasi pemberdayaan tersebut melalui pendekatan kepada
masyarakat desa dan mengumpulkan ide-ide kreatif masyarakat desa
untuk dijadikan sebagai program BPMPD kabupaten bulukumba, dalam
skripsi tersebut penulis melakukan penelitian terhadap sebuah badan
tertentu yang terdapat di daerah terhadap kewenagannya untuk
melakukan pemberdayaan terhadapa masyarakat yang ada di setiap desa,

hal ini di luar kewenangan pemerintahan desa itu sendiri untuk

27 Hesty Pratiwi " Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di Desa
Wonorejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang" (Skripsi--Universiatas Negeri Semarang,
2017).
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melakukan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada masyarakat?®.
Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang kewenangan
pemerintahan desa dalam hal pemberdayaan dan pembinaan terhadap
masyarakat sebagaiamana yang telah di atur dalam Undang-undang
Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa, serta tinjauvan Figh al Siyasah al
Dusturiyyah terhadap implementasi kewenangan pemerintahan desa di

Desa Angasanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

F. Tujuan Penulisan
Dengan adanya penjelasan yang telah termaktub dalam latar belakang di
atas, maka penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya mempunyai beberapa
tujuan diantaranya untuk:

1. Memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam bagi pembaca
mengenai pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat desa,
khususnya yang ada di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan sebagaimana ketetapan dalam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang kewenangan
pemerintahan desa dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat

desa, yang ditinjau dari prespektif Figh al-Siyasah al-Dusturiyyah

28 Muh Nur Akbar, "Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten
Bulukumba" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2015)
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G. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
dan pemikiran dalam bidang keilmuan, sehingga benar-benar bisa berguna
dalam pengembangan literasi keilmuan dan pengetahuan. Adapun beberapa
kegunaan yang di maksud adalah sebagai berikut:
1. Dari segi Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan
pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait
tugas, tanggung jawab dan wewenang kepala desa juga pemerintahan
desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 6 tahun 2014
tentang desa. Dan selain itu, mengenai pelaksanaannya tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2015 yang
merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014
mengenai peraturan pelaksanaan terhadap Undang-undang No. 6 Tahun
2014 tentang desa. Selain itu terdapat Peraturan Mentri Dalam Negeri
Republik Indonesia (permendegri) No. 44 Tahun 2014 tentang
kewenangan desa dan No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi
dan tatakerja pemerintah desa. Selain ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, penulis juga meninjau dari sudut
pandang Figh al-Siyasah al-Dusturiyyah sebagai pisau analisa dalam
melihat problematika yang terjadi terhadap pelaksanaan pemrintahan
desa tentang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang tidak

terealisasi secara maksimal. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya
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penelitian ini dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap
sistem pelaksanaan pemerintahan desa menjadi lebih baik.
2. Dari segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
nyata bagi apatur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan
guna memberikan dampak positif untuk kemajuan dan perkembangan
desa menjadi lebih baik. Selain itu juga mampu memberikan kotribusi
kepada para pelajar dan masyarakat secara umum, Begitupun para
penyelenggara pemerintahan Desa Angsanah Kecamatan Palengaan
Kabupaten Pamekasan agar dapat mengaplikasikan tugas dan wewenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan.

H. Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian ini, perlu kiranya penulis memberikan
gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kerancuan dalam memahmi
maksud dan tujuan penulisan oleh pembaca. Sehingga diperlukan adanya
definisi operasional yang memuat beberapa penjelasan tentang pengertian
yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa
dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut
melalui penelitian. Oleh karena itu terdapat beberapa istilah yang perlu
dijelaskan secara terperinci diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi
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Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) implementasi
mempunyai arti tentang pelaksanaan atau penerapan®’. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,
aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan
sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk
mencapai tujuan kegiatan.3°

2. Kewenangan
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang
dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku,
dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan
hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi
kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat
atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam
kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara. Begitu
pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan
J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara
dan hukum administrasi negara.!
3. Pemberdayaan (Empowerment)
Dalam pengertianya pemberdayaan (Empowerment) merupakan

sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam

2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta. 2008. 548.
39 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Grasindo,Jakarta,2002), 70
31 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013), 71
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pikiran dan kebudayaan masyarakat dengan tujuan dan kesepahaman

bersama untuk kemajuan yang di cita-citakan’?. Selain itu terdapat

beberapa pakar yang mengartikan pemberdayaan antara lain:

a) Robert Adams; dirinya mengartikan pemberdayaan secbagai alat
untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar mereka
dapat mengelola lingkungan secara mandiri untuk tujuan bersama
dan dapat untuk saling menbantu satu sama lain. Sehingga dapat
meningkatkan taraf hidup secara lebih mandiri?>.

b) Surjono dan Nugroho; mendefinisikan bahwa pemberdayaan
masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat di dorong
untuk meningkatkan kemandirian dalam keningkatkan kehidupan
mereka®.

4. Figh Siyasah Dusturiyyah
Fiqih Siyasah atau bisa di sebut juga Siyasah al-Syar’iyyah adalah
otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui
berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak
terdapat dalil tertentu.’® Sedangkan Figh al-Siyasah al-Dusturiyyah
mengandung arti suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam

menjalankan sistem pemerintahan menurut ketentuan dan peraturan

32 Sri Widayanti, "Jurnal llmu Kesejahteraan Sosial”, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.

33 Robert Adams. Sosial Work and Empowerment., 3rd. Ed (New York: Palgrave Macmillan,
2003), 21.

3Surjono, Trilaksono Nugroho, 'paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah”, (Malang; Bayu Media Publising, 2008), 25.
35 Yusdani, Figh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books,
2011), 22-23
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yang berlaku baik dalam al-Qur'an maupun Hadist dengan tujuan
kemaslahatan bersama, serta menciptakan hubungan antara pemimpin di
satu pihak dan rakyat di pihak lain dan juga kelembagaan dalam

masyarakat.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu
penelitian yang lebih menekankan terhadap analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif , serta pada analisis terhadap dinamika
hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode sacara
ilmiah.3’

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang juga didukung
dengan menelaah secara mendalam terhadap kajian kepustakaan yang
berkaitan dengan pengaplikasian dalam kewenangan pemerintahan desa
tentang pemberdayaann dan pembinann terhadap masyarakat desa sesuai
ketentuan yang terdapat dalam UU No. 6 tahun 2014 tersebut. Berdasarkan
spesifikasinya penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara
deskriptif analisis, yang diharapkan nantinya penelitian ini mampu
memberikan gambaran yang kongkrit, kredibel dan akuntabel mengenai

pelaksanaan terhadap roda pemerintahan mengenai pemberdayaan dan

36 Mustofa Hasan. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif’ Kaidah-kaidah Fikih. (Ejournal .
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Ac.id), 99.
37 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 05.
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pembinaan masayarakat yang terdapat di desa Angsanah, Kecamatan
Palengaan, Kabupaten Pamekasa.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang mampu mendukung
terhadap penelitian yang akan dilakukan, data yang akan digunakan adalah
berupa orang yang dapat dipercaya, dokumen, analisis pustaka, dan
peraturan perundang-undangan tentang desa yang terdapat dalam UU No. 6
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas
Peraturan Pemerntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
terhadap UU No. 6 Tahun 2014.

Selain itu penelitian ini merupakan penilitian yang sifatnya penelitian
lapangan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Data yang dikumpulkan
Merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan
dalam rumusan masalah. Adapun data yang peneliti kumpulkan sebagai
berikut:

a. Data mengenai Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap
kewenangan pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya dalam mengaplikasikan pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh
undang-undang.

b. Data tentang mengenai tinjauan Figh Syiasah Dusturiyyah terhadap
kewenangan pemerintahan dalam merealisasikan tugas dan

tanggung jawabnya terhadap pemberdayaan dan pembinaan
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masyarakat.
b) Sumber Data
Dalam kaitannya dengan sumber data, maka penulis menggunakan
sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Sumber data primer
Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang dapat
diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik
pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun
penggunaan intrumen khusus yang memungkinkan untuk
mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan
dengan penelitian,*® yaitu pemerintah dan pemerintahan desa.
b. Sumber data sekunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang
dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara
lain:
1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan
pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentnang desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

38 Saifuddin Azwar, Metode Penenitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36
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2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717).

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Dan Nomor 84 Tahun
2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan
desa.

4) A Djazuli, Figih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam
Rambu-rambu Syariah.

5) Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin
Politik Islam.

c) Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dapat
dilakukan, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka
menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara (Inferview)

Wawancara atau kuesioner lisan adalah teknik
pengumpulan  data yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan
dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan
keterangan.’®  yang  diantaranya  ditujukan  kepada

pemerintahan desa dan juga kepada ketua Badan

39 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64
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Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat di Desa
Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten pamekasan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni
menggunakan wawancara yang tersetruktur, dimana peneliti
membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara
dengan pemerintahan desa yang terdapat di desa Angsanah
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, terkait dengan
implementasi kewenangan yang merupakan tugas dan
tanggung jawab pemerintahan desa dalam melaksanakannya
khususnya dalam hal pemberdayaan dan pembinaan
masyarakat.

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang
penerapan dan realisasi pemberdayaan dan pembinaan
masyarakat desa. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan
kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya, juga pihak-
pihak terkait yang diataranya adalah kepala desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa lainnya
juga masyarakat yang berkaitan.. Sehingga didapatkan sumber
data primer yang benar-benar valid.

Dokumentasi
Dokumentasi, adapun teknik data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan

data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan
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termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau
hukum-hukum dan lain-lain yang ada kaitannya dengan
masalah penelitian.*°
Selain itu dokumentasi juga dapat dijadikan sebagai bukti
otentik terhadap dilakukannya penelitian dengan sumber data
yang sebenarnya. Dokumentasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yang berkaitan erat dengan implementasi
pemerintahan desa dalam pemberdayaan dan pembinaan
masayarakat desa.
d) Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,
catatan lapangan, dan dokumentasi.*! Teknik analisis data yang
dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Teknik Deskriptif Analisis
Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala
fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga
memberikan pembahasan yang konkrit, kemudian dapat ditarik
kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan menjelaskan segala
tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan Desa
Angsanah Kecamatan Palengaan kabupaten pamekasan,

kemudian tindakan-tindakan tersebut dikaitkan dengan aturan-

40 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 181
41 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
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aturan mengenai kewenangan terhadap pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat sebagaimana yang telah tertuang dalam
UU No. 6 tahun 2014, dengan menggunakan perspektif figih al
Syiasah al Dusturiyyah.
b. Pola Pikir deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori bersifat khusus yang berkenaan
dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa
untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat umum
dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan
dibentuk menjadi suatu analisis hasil penelitian implementasi
wewenang, tugas dan tangung jawab pemerintahan desa
perspektif Figih al Syiasah al Dusturiyyah untuk kemudian

ditarik benang merah sebagai kesimpulan.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini,
maka sistematika penulisannya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-
masing bab terdiri dari sub-sub, dan diantara satu sama lainnya saling
berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab kesatu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
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penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual. Bab
ini menjelaskan tentang Implementasi keewenangan pemerintahan desa
dalam hal pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap
Wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa di Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan Kabupatena Pamekasan yang ditinjauh dari Perspektif
Figh al Siyasah al-Dusturiyyah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang data penelitian yang memuat Profil
desa, deskripsi data yang berkenaan dengan variable yang diteliti secara
objektif terhadap kewenangan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan
dan pembinaan masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa.

Bab keempat, tentang analisis. Bab ini memuat analisis terhadap temuan
bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab
masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke
dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang
ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan yang mendasar dan objektif.

Bab kelima, tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Rumusan kesimpulan harus singkat, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar
masalah yang dibahas dan memperlihatkan konsistensi kaitan antara

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Isi saran tidak boleh keluar dari
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pokok masalah yang dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa. Saran

dan masukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BABII

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DAN AL-IMAMAH

MENURUT FIQH AL-STYASAH AL-DUSTURIYYAH

A. Peraturan Perundang-undangan

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam tatanan ilmu pemerintahan, hukum dan politik sering kita
temukan istilah kewenangan, wewenang dan kekuasaan. Kekuasaan
sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.
Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.
Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu
pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (¢he rule and the
ruled).!

Sehingga tentang kewenangan yang diberikan kepada desa pada
dasarnya tidak hanya direalisasikan pada sektor khusus saja, melainkan
sektor-sektor lain yang juga menjadi tanggung jawabnya. Sebagai
seorang pimpinan tertingg, dalam merealisasikan kewenangan, tugas dan
tanggung jawabnya pemerintahan desa semestinya mampu
melaksanakan sebuah kebijakan untuk dapat mengukur dan menimbang

dengan tepat apa saja yang sekiranya perlu dilakukan demi kemajuan

! Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35-36

34
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desa, baik dalam apek pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial,
politik maupun budaya, namun pasalnya yang terjadi adalah,
implementasi kewenangan yang terjadi di setiap tatanan pemerintahan
desa yang hanya terfokus pada sektor-sektor tertentu, salah satunya
pembangunan infrastruktur.

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang seharusnya adalah
tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian dari kewenangan desa
harus direalisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak dapat
tumbuh mandiri dan lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang
terdapat di desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
pemerintah desa berkewajiban untuk menyelenggarakannya, sedangkan
asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tertuang dalam pasal 24
Undang -undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 antara lain adalah?:

a. Kepastian hukum

b. Tertib penyelenggraan pemerintahan
c. Tertib kepentingan umum

d. Keterbukaan

e. Proporsionalitas

f. Profesionalitas

g. Akuntabilitas

h. Efektifitas dan efisiensi

i. Kearifan lokal

2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa (Jabar: Tsmart, 2015), 13-14
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Keberagaman dan partisipatif

Selain itu dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan

dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa terdapat dalam

pasal 78 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, diantaranya:?

a.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana desa, pengembangkan potensi ekonomi lokal,
serta pemenfaatan sumberdaya alam adan ligkungan secara
berkelanjutan.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.

Pembangunan desa sebagaimana ndi maksud apada ayat 2
mengedepankan kkebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong
royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial

Sedangkan bidang yang merupakan bagian dari ranah kewenangan

desa tidak jauh beda dengan pemerintah desa pasal 18 Undang-undang

Nomor 6 tahun 2014 berbunyi; kewenangan desa meliputi:

a.

b.

Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa.

3 bid. 43
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Cc. Pembinaan kemasyarakata dan pemberdayaan masyarakat desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat.
Sehingga tanggung jawab terbesar dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa ada pada pemerintah desa sedangkan perangkat di

bawahnya hanya diposisikan sebagai tenaga administratif dan pembantu

terhadap implementasi pemerintahan dan pembangunan desa, kemudian
dalam setiap penyelenggaraan kewenangan, tugas dan tanggung
jawabnya  pemerintahan  desa tetap diawasi oleh  Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu kewenanangannya adalah

mengontrol secara penuh atas segala bentuk penyelenggaraan

pemerintahan pada tingkat desa.*

Berdasarkan kewenangan desa yang sudah termaktub dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 dan 20 yang memberikan
kejelasan untuk mempertegas posisi pemerintahan desa dalam
merealisasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:’
Kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

b. Kewenangan lokal berskala desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemeritah, pemernitah daerah
provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan,

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemernitah

Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai

4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5 Ibid, 12-13
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 20 berbunyi "Pelaksanaan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersakala desa,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b di atur dan urus
oleh desa".

Ruang lingkup yang merupakan kewenangan pemerintahan desa
yang dalam hal ini adalah pemerintah desa sebagai unsur utama
terselenggaranya pemerintahan secara efektif dan efisiean, maka juga
terdapat kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan daerah
provinsi maupun daerah kota, sebagaimana pasal 21 dan 22 yang
menjelaskan bahwa:®

Pasal 21:

"Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan

kewenangan tuga lain dari pemerintah pemerintah daerah provinsi

atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana di maksud
pasal 19 huruf a dan b di urus oleh desa.”

Pasal 22:

1) Penugasan yang diberikan oleh pemerintah/ atau pemerintah
daerah kepada kepala desa meliputi penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa,

2) penugasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disertai biaya

2. Peraturan Pemerintah
Dalam Peraturan pemerintah RI No 47 Tahun 2015 perubahan atas
peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana

Undang-undang No. 6 tahun 2014, yang tertuag dalam pasal 34

®Ibid, 13
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menjelaskan bahwa kewenangan desa terbagi atas dua unsur, pertama
berdasarkan asal usul kemudian yang kedua berdasarkan kewenangan
lokal berskala desa dua kewenangan tersebut merupakan ranah juga
tanggung jawab desa yang wajib direalisasikan oleh pemerintahan desa.
Diantaranya meliputi; Pasal 34 bahwa’:
1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud

dalam pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. Sitem organisasi masyarakat adat

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat

-

Pengelolaan tanah kas desa
e. Pengembangan peran masyarakat desa
2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
a. Pengelolaan tambahan perahu
b. Pengelolaan pasardesa
c. Pengelolaan tempat pemandian umum
d. Pengelolaan jaringan irigasi
e. Pengelolaan lingkunag permukiman masyarakat desa
f. Pembinaan kesehatan masyarakatdan pengelolaan pos
pelayanan terpadu

g. Ppengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 47 tahun 2015, perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014, 06
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h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan

i. Pengelolaan embung desa

J.  Pengelolaan air minum berskala desa dan

k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
3) Selain kewenangan yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan

dalam negeri menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan

situasi, kondisi dan kebutuhan lokal

Dalam peraturan pemerintah, hanya memberikan pembagian secara
spesifik dan objektif tentang kewenangan yang menjadi tangung jawab
pemerintahan desa berdasarkan adat-istiadat dan asal usul, sedangkan
untuk perinciannya dijelaskan dalam peraturan Mentri Dalam Negeri,
baik struktur pemerintahan, spesifikasi kewenangan, peran dan tanggung

pemerintahan pada tingkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengenai kewenangan yang merupakan tanggung jawab
pemerintahan desa dalam merealisasikan pembangunan desa tidak
terbatas pada ranah sektoral saja, melainkan juga pada unsur-unsur lain
yang juga mempunyai pengeruh besar terhadap kemajuan dan
pembangunan desa, hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, pasal

(3) mengenai maksud dan tujuan, menjelaskan bahwa tujuan
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ditetapkannya peraturan mentri ini adalah dalam rangka mendorong
proporsionalitas pelaksanaan di bidang kewenangan desa yang meliputi®:
a) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
b) Pelaksanaan pembangunan desa.
c) Pembinaan kemasyarakatan desa.
d) Pemberdayaan masyarakat desa

Sedangkan dalam merealisasikan kewenangan, tugas dan tanggung
jawab tersebut pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan tertinggi
dalam pemerintahan desa bisa mengintruksikan pada perangkat yang ada
di bawahnya atau bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan lain
dengan tujuan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan
lebih efektif, seperti mengikutsertakan kepala kewilayahan yang juga
mempunyai peranan dalam hal pembangunan yang ada di bawah
kendalinya, dalam Pasal 10 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 ayat (1) dan (3) yang menjelaskan fungsi kepala
kewilayahan atau sebutan lainnya yang berkedudukan sebagai unsur
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu pemerintah desa
dalam pelaksanaan tugas di lingkup wilayahnya, sedangakn dalam ayat
(3) untuk melaksanakan tugasnya, kepala kewilayahan atau kepala
dusun mempunyai fungsi’:

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

8 Perraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan
Desa, 05

® Perraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 09
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perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Malakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam  menjaga
lingkungannya.

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan desa.
Pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat desa, merupakan
kewenangan pemerintahan desa yang dalam pelaksanaannya dapat
dialihkan atau bekerjasama dengan kepala kewilayahan atau kepala
dusun,

Kita tahu bahwa kewenangan pemerintahan baik tingkat bawah

sampai apada tingkat teratas harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang

ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan

yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan

keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sebagaimana

ynag disampaikan oleh Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan

dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan

cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi)

pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif
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guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak
dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar!'?
4. Peraturan Menteri Desa

Dalam peraturan yang terdapat dalam naskah kementerian desa,
terdapat beberapa objektifitas pembangunan dan pengembangan desa
dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, hal ini
difokuskan pada pengalokasian dana desa yang harus tersebar
padasegala sekror potensi desa baik sumberdaya alam ataupun
sumberdaya manusia, dengan tujuan pembangunan yang merata dan
terstruktur dengan baik.

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, tantang Perioritas
Penggunaan Dana Desa tahun 2019, menegaskan bahwa'!:

a. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam
penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi
dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi
dan sumber dayanya sendiri.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan

10 F A M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 219

! Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 16 Tahun
2018, 13-15
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meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan
di Desa setempat.

Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.

Pengembangan ketahanan keluarga.

Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui
pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat
lunak (sofiware) dan perangkat keras (hardware) komputer
untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.
Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas.

Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik
sosial serta penanganannya.

Dukungan permodalan dan pengelolaan wusaha ekonomi
produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama.
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10) Dukungan pengelolaan usaha e¢konomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat
Desa lainnya.

11) Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan
peningkatan kesejahteran masyarakat.

12) Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber
daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala
produkti.

13) Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa
dengan pihak ketiga; dan

14) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah
Desa.

Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa

atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Al-ImamahMenurut Figh Al-Siyasah Al-Dusturiyyah

1.

Definisi Figh A/-Siyasah Al-Dusturiyyah dan Al-Imamah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian figh al-siyasah yang membahas

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah
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lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana
cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura
yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta
ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut.
Disampin itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah
syar’iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam figh siyasah dan
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-
hak warga negara yang wajib di lindungi.!?

Kata “dustur’ berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah
seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun
agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk
menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).
Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur
berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara
istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan
hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah
negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
Di dalam pembahasan syari’ah digunakan istilah figh dusturiy, yang
dimaksud dengan dusturiy, adalah prinsip-prinsip pokok bagi
pemerintahan negara maupun, seperti terbukti di dalam perundang-

undangan, peraturan-peraturannyaa dan adat istiadatnya. Abu A’la al-

12 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), 153.
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Maududi menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat
prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.'3

Dengan demikian, al-Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian figh al-
Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar
sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya undang-undang itu mengacu
terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam
dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Quran dan
yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak,
muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.'* atas hal-hal
di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang secara
spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan
dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat
dan mengenai pembagian kekuasaan.!>

J.Suyuti Pulungan dalam bukunya mengartikan siyasah dusturiyah
adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentu

pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala

negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat,

13 Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam., (Surabaya: lain Sunan Ampel Press,

2014), 22.
4 Tbid.

15 Ibid., 23.
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dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan
antara penguasa dan rakyat.'®

Dalam kaitannya dengan persoalan figh siyvasah dusturiyah
umumnya tidak dapat terlepas dari dua unsur pokok yaitu; Pertama,
dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak
menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan
mukalaf)!”, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, magashid syari’ah,
dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak
akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil
kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan
situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama,
meskipun tidak seluruhnya.'®

Sedangkan pengertian a/-Imamah di dalam al-Qur’an, baik dalam
bentuk al-mufrad (tunggal) maupun dalam bentuk jamak atau yang
Idzofah tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata
imam menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun
kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti

yang tidak baik.!”

16 J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah “Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: Raia Grafindo
Persada, 1997), 40.

7 Ahmad Djazuli, Ushul Figh Metedologi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2014), 86.

18 Ahmad Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47-48.

9 Ahmad Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 54.
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Secara istilah Imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang
berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti
fungsi Rasulullah SAW”.?° Senada dengan ini dikemukakan oleh al-
taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu;”imamah adalah
kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu
khilafah yang diwarisi Nabi”.?! Demikian pula pendapat Al-Mawardi :
“Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna
memelihara agama dan mengatur dunia”.??

Sementara Ibnu Taimiyah berpndapat bahwa imamah adalah sebuah
lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syari’at
serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia
dan akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.>* Dari beberapa
batasan tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrumen
pendukung antara lain:

a. Al-siyasah atau sistem.

b. Al-tasharufatau kebijakan yang terstruktur.

C. Al-mas’uliyah atau tanggung jawab.

d. Al-ba’iah‘ammah atau kepatuhan umat dalam hubungan saling

membutuhkan.

20 Ali Abd Al-Raziq, Al-Isalm Wa Ushul Al-Hukm (Al-Qahirat, 1925), 2.

2L J. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah “Ajaran, Sejarah Dan pemikiran, (Jakarta: Raia Grafindo
Persada, 1997), 44.

22 1bid., 45.

23 Hasyim Abbas, Presiden Perempuan Perspektit Hukum Islam, (Yogyakarta: Kutub, 2004), 8.
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Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha,
mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan
melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan
dalam batas-batas yang digariskan Islam.?*

Selain itu lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah
duturiyah dalam persoalan; Imamah, hak dan kewajiban, Rakyat, hak
dan kewajiban, bai’at waliyu al-‘ahdi, Perwakilan, ahlu halli wa al- ‘aqdi
dan wizarah dan perbandingannya.” Ahkam al-Dusturiyyah (Hukum
Tata Negara dan Perundang-Undangan) adalah hukum yang berkaitan
dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem
negara, Perundang-Undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan
kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.?

Berangkat dari gambaran mengenai maksud yang terkandung dalam
figh siyasah secara spesifik merupakan bagian dari pemahaman ulama
mujtahid tentang hukum syari’ar  yang berhubungan dengan
permasalahan kenegaraan. Namun untuk mengetahui lebih lanjut
tentang pengertian dan objek kajian figh siyasah, perlu diteliti dan
dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi sistem figh

siyasah tersebut.?’

24 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), 129.
25 Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,

26 Suparman Usman, Hukum Isiam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 25.
27 Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi..., 3.
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Sehingga dari berbagai definis-definisi mengenai a/-siyasah dapat
ditegaskan bahwa kewenangan sentral dalam membuat segala bentuk
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan
kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan
umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, u/il amri atau
walatul amri) karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan
kebijaksanaan siyasah yang dipegang oleh pemegang kekuasaan bersifat
mengikat. Karena u/i/ amri telah diberikan hak oleh Allah untuk
dipatuhi, sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat
para mujtahid, karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh
mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya.?®

Sebagaimana Surat An-Nisa ayat 59:%°

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS, Surat An-Nisa ayat 59)

2. Klasifikasi dan ruang lingkup Figh a/-Siyasah al-Dusturiyyah

28 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 28.
2 Surat Surat An-Nisa ayat 59, Al-Qur’an dan Terjemah Al-Kaffah, (Surabaya : Sukses
Publishing, 2012), 88.
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Dalam menentukan ruang lingkup kajian figh siyasah, terdapat
ihktilaf dari para ulama. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan
dampak yang signifikan terhadap sudut pandang masing-masing ulama,
perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-
masing. Diantaranya adalah klasifikasi figh al-siyasah secara
menyeluruh, yang disampaikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab
Ahkam al-Sulthaniyyah, dirinya memberikan penjelasan bahwa figh al-
Siyasah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:’° Siyasah al-
Dusturiyyah (Perundangan), Siyasah al-Maliyyah (Keuangan), Siyasah
al-Qada’iyyah (Peradilan), Siyasah al-Harbiyyah (Peperangan) dan
Siyasah al-Idariyyah (Adminitrasi).

Dari beberapa ruang lingkup figh al-Siyasah di atas, maka menurut
Igbal dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian kelompok, antara lain:>!

a. Siyasah Dusturiyyah
Politik Perundang-Undangan. Bagian ini meliputi pengkajian
tentang penetapan hukum a/-Tasyri’iyah oleh lembaga legislatif,
peradilan atau al-Qada’iyyah oleh lembaga yudikatif dan
administrasi pemerintahan atau a/-Idariyyah oleh eksekutif.
b. Siyasah Dauliyyah
Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan

antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang

39Ali Bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah (Beirut
: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2006), 4.

3! Lihat Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi..., 13. Lihat Imam Amrusi Jailani et al,
Hukum Tata Negara..., 15-16
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bukan warga negara. di bagian ini juga ada politik masalah
peperangan atau siyasah al-Harbiyyah yang mengatur etika
peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang,
tawanan perang dan genjatan senjata
c. Siyasah Maliyyah
Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja
negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik,
pajak dan perbankan.

Dengan demikian, figh a/-Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian figh
al-Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar
sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya undang-undang itu mengacu
terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam
dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Quran dan
yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak,
muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.’? atas hal-hal
di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih
spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan
dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat
dan mengenai pembagian kekuasaan.>3 selain itu juga berhubungan

dengan peraturan dasar tentang bentu pemerintahan dan batasan

32 Tbid.

33 Ibid., 23.
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kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang
lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi
individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.3*
Selain itu pembahasan mengenai figh al-siyasah al-dusturiyyah
menurut bebrapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang
disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa Figh al-siyasah al-
dusturiyyah terbagi sebagai berikut:*>
1. Bidang Siyasah Tasri'iyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada persoalan
ahl al-hall wa al-’aqd (majelis shura), perwakilan persoalan rakyat.
Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan
dan Peraturan Daerah
2. Bidang Siyasah Tanfidhiyyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi
pembahasan tentang imamah persoalan bai’ah, wuzarah dan waliy
al-ahdi.
3. Bidang Siyasah Qadaiyyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi
pembahasan tentang peradilan

4. Bidang Siyasah Idariyyah

34 J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah “Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: Raia Grafindo
Persada, 1997), 40.

35 H.A. Dzajuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar’iyah,
Cet Ke 3, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 48.
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Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi
pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian
Apabila dilihat dari sudut pandang siyasah al-dustruriyyah dengan
penjelasan dan klasifikasi yang disebutkan di atas, maka sebagai
pelaksana terhadap undang pemerintahan desa termasuk dalam siyasah
al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah, hal tersebut menjelaskan tentang
kewenangan, peran serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau
penguasa sebagai pelaksana undang-undang, Dalam pengertian figh al-
Siyasah al-Tanfidhiyyah adalah Figh al-Siyasah yang lingkup
pembahasannya meliputi tentang imamah persoalan bai’ah, wuzarah dan
waliy al-ahdi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka sebagai
seorang imam kepala desa mempunya amanah untuk menjalankan sistem
pemerintahan di tingkat desa secara maksimal sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh undang-undang, baik dalam hal kewenanagn,

tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan

Hak dan Kewajiban A/-Imamah Dalam Sistem Pemerintahan
Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati
dan hak untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan sejarah, ada hak lain
bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul-mal
untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai
kedudukan sebagai imam. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar
masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah

beliau memberi nafkah ke keluarganya. Kemudia para sahabat
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bermusyawarah, tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas-tugas
yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam
riwayat lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-
perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar ,
satu hal yang pasti bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu
prinsip penggajian kepada khalifah.¥’

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan.
Seperti halnya kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila
segala kewajiban dalam menjalankan perintah-perintah Allah dijalankan
ketika di dunia. Demikian pula dengan kewajiban imam, yang
dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:®®
a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang

ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf’ Jika

muncul pembuat bid’ah atau orang sesat yang membuat syubhat
tentang agama, ia menjelaskan Aujjah kepadanya, menerangkan
yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan
hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala
penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat;

b. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan
menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara
merata,

Cc. Memelihara dan menjaga kemanan negara agar manusia dapat hidup
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tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian
dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani
menentang hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala
kerusakan

Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh,
dan kekuatan yang sangat ulit untuk dikalahkan hingga musuh tidak
mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak
kehormatan orang-orang muslim

Memerangi orang yang menentang ajaran Islam jika setelah
dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam
dan tidak pula jadi kafir dzimi,

Memungut Fai (Harta yang didapatkan dari kaum muslimin tampe
pertempuran) dan sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
syariat atas dasar nash atau ijitihad tampa ragu:

Menetuntukan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang
yang berhak menerimanya dari baitul mal (kas Negara) tampa
berlenih-lebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya:
Menggunakan orang-orang yang dapat di percaya dan jujur dalam
menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan
negara kepada negara, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh
orang-orang yang ahli dan harta negara di urus oleh orang-orang

yang jujur:
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J. Melaksanakan sediri tugas-tugasnya yang langsung di dalam
membina umat mengenai segala persoalan dan melindungi agama
4. Asas dan Syarat Kepemimpinan (a/-Imamah) Menurut Figh A/l-siyasah
Al-dusturiyyah
Dalam menjalankan suatu pekerjaan di bidang pemerintahan
bertanda kalau kita adalah tangan kanan dari rakyat bukan dari
pemerintah, karena pada prinsipnya kita bekerja pada negara adalah
untuk melayani rakyat dan seharusnya dalam menjalankan suatu tugas
harus memegang beberapa prinsip asas-asas pemerintahan yang sudah

Al-Qur’an tentukan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan
yang adil dan makmur bagi semua rayat, maka para fugahak menentukan
syarat untuk menjadi imam atau pemimpin, adapun menurut Al
Mawardi dala kitabnya al-Ahkam al-sulthaniyyah ia menetapkan bahwa
terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin (imam)
antara lain:3¢
a. Bersifat adil (al-Adalah)

Bagi Mawardi, sifat adail ini adalah sangat fundamental, sebab
tampa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala
pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan

dan kebahagiaan warganya

36 Abd Mogsid Ghazali, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah
Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volum 2 No (1) Juni 2001
Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 03 Oktober 2018
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b. Berpengetahuan (al-Alim)

Pengetahuan yang mempuni dan luas dibutuhkan bagi seorang
pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan, dan menopang
kemampuan kepala negara dalam berijtihad, dalam proses
pengambilan keputusan, sebab ijtihad seorang kepala negara sangat
mutlak dibutuhkan,

C. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara degan
sempurna sehingga dia dapat mengenali masalah dengan teliti dan
dapat mengkomonikasikannya dengan baik dalam proses penelitian
hukum.

d. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.

e. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur
kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.

f. Memiliki keberanian untuk melindunngii wilayah kekuasaan islam
dan untuk mempertahannya dari serangan musuh.

0. Berasal dari keturunan Qurays.

Terdapat ragam perbedaan pendapat dari kalangan ulama terdahulu
mengenai persyaratan seorang pemimpin imam (khalifah) terutama
harus dari suku qurasy, akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan-
perbedaan dari kalangan ulama abad ini, oleh sebab itu mendidik pribadi
untuk menjadi pemimpin merupakan hal yang sangat urgen, agar banyak
kader-kader yang pemimpin yang memenuhi syarat yang telah

ditetapkan, sehingga akan mampu melahirkan pemimpin yang ideal.
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BAB III
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Gambaran Umum Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan.
1. Sejarah Desa

Sejarah berdirinya pemerintahan Desa Angsanah ,berdasarkan
wawancara dengan tokoh masyarakat dan telaah pustaka,tidak satupun
sumber yang dapat memastikan kapan tahun berdirinya pemerintahan
desa Angsanah.Hanya ada beberapa anggapan dan pendapat nama
ANGSANAH berasal dari nama sebuah pohon yang sangat besar yang di
berinama POHON ANGSANAH (POHON SONO).!

Desa Angsanah merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa
yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui PILKADES. Adapun
kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai
berikut:

a) Sebelumnya tanpa Periode bernama JUWITO KASEM
b) Periode tahun 1964 s/d 1990 bernama H. AKH. LUTFI
c) PLT Kepala Desa 1990 s/d 1993 bernama EFENDI

d) Periode tahun 1993 s/d 2009 bernama SANINDRAN

e) Periode tahun 2009 s/d sekarang bernama MOH. MASDUKI

! Profil Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, 15 Juli 2019
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2. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018,
jumlah penduduk Desa Angsanah adalah terdiri dari 1127 KK, dengan
jumlah total 4462 jiwa, dengan rincian 2.191 laki-laki dan 2.271
perempuan.

Secara administratif, Desa Angsanah terletak di wilayah Kecamatan
Palengaan Kabupaten Pameckasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah
desa-desa tetangga. Jarak tempuh Desa Angsanah ke ibu kota kecamatan
kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit.
Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih 9 km
dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Adapun batas batas wilayah
sebagai berikut:

a. Utara :Desa Panaan, Kec.Palengaan
b. Selatan : Desa Klampar, Kec.Proppo
c. Barat :Desa Rekkerrek, Kec.Palengaan
d. Timur : Desa Akkor, Kec. Palengaan
Adapun rincian luas lahan berdasarkan penggunaannya adalah

sebagai berikut:

a. Lahan pemukiman : -Ha
b. Lahan sawah tadah hujan : 2600 Ha
c. Lahan Tegalan :-Ha

d. Lahan Perkebunan :- Ha
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e. Lahan padang rumput : -Ha

f.  Lahan hutan : 75Ha
g. Lahan untuk bangunan : 0,50 Ha
h. Lahan rekreasi dan olah raga :-Ha

i.  Lahan perikanan :-Ha
Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM
(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang
pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi
maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada
gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan
lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah
dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun tingkat pendidikan penduduk desa Angsanah sebagai

berikut:

a. Taman kanak kanak : 432 orang
b. Sekolah Dasar / MI : 1071 orang
c. SLTP/MTs : 831 orang
d. SLTA/MA : 622 orang
e. Akedemi/ D2-D3 : 57 orang

f. Sarjana ( SI) : 80 orang

Masyarakat di Desa Angsanah sudah banyak yang mampu

menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tinggi sekalipun belum
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tersedia lembaga pendidikan tinggi di Desa Angsanah, Kualitas tingkat
pendidikan di Desa Angsanah, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan
prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan
pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Angsanah
tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) Sekolah
Dasar (SD) dan Sekolah Meningah Tingkat Pertama (SMP), sementara
untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di lembaga
pendidikan / pondok pesantren dan tempat lain yang relatif agak jauh.
Beberapa Pondok Pesantren yang ada di wilayah desa angsanah antara
lain:

a. Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pengasuh KH.

Taufik Hasyim (Dusun Sumber Anom).

b. Pondok Pesantren Al Ishlah Beringin Pengasuh KH.Moh. Ali Salim

(Dusun Beringin).

c. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bringin Laok Somber Pengasuh

KH. Muhdar Abdul Qorib Dusun Beringin,

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan
rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Angsanah yaitu
melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata
juga belum tersedia dengan baik di Desa Angsanah.

Yang menjadi alternative atau jalan keluar masyarakat Desa

Angsanah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi banyak yang
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melanjutkan ke pondok pesantren,baik yang berada di wilayah Desa
Angsanah maupun pondok pesantren yang ada diluar Desa Angsanah
Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat
dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat
kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi
kesehatan. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat
yang terserang penyakit relatif lebih rendah dari tahun tahun
sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan
yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang tidak terlalu berat
dan hanya dalam waktu singkat dapat diatasi kesembuhannya, yang
diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang
kurang sehat.

Beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Desa
Angsanah adalah adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah,dan
kurang mengertinya masyarakat desa angsanah tentang pola hidup sehat.
Hal ini bisa diantisipasi dengan adanya tenaga kesehatan dan kader
kader, kesehatan di desa angsanah yang sudah aktif melayani
masyarakat dengan baik.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan
masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif mulai tahun
2015 di Desa Angsanah berjumlah 1.049 pasangan usuia subur.

Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1
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berjumlah 438 bayi dan setiap tahun semakin bertambah. Tingkat
partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa
dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa
sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Angsanah. Maka wajar jika
ketersediaan fasilitas kesehatan ini berdampak pada kualitas kelahiran
bagi bayi lahir. Dari 113 kasus bayi lahir pada tahun 2018.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam
hal ini, dari jumlah 583 balita di tahun 2018, masih terdapat balita yang
tergolong stanting, 10 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik.
Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas
balita Desa Angsanah ke depan lebih baik.

Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di
Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang
lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Angsanah, hal ini
tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain
(pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan
warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Angsanah, sebagaimana tradisi
kepala desa di Madura biasanya para peserta (kandidat) nya adalah
mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa

yang lama atau mendapat legitimasi dari ulama ulama setempat. Jabatan
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kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan
kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja,
kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa
diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan
maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia
berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi
syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan
yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat
kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Angsanah
pada tahun 2015. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat
sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa
pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala
Desa bagi warga masyarakat Desa Angsanah seperti acara perayaan
desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan
normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan
kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak
terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini
ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong
royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun

mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik
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lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun
lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola
kepemimpinan di Wilayah Desa Angsanah mengedepankan pola
kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa
Desa Angsanah mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini
terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan
kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam
menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal.
Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang
antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional
dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Angsanah kurang
mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan,
kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi,
hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat.
Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus
tantangan baru bersama masyarakat Desa Angsanah.Pendidikan
merupakan faktor penentu dalam menyerap informasi,sehingga disuatu
desa tingkat pendidikan yang kurang akan berpengaruh dalam

perkembangan desa.
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6. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Angsanah
dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,
jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada,
masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang,
yang bekerja disektor jasa berjumlah 156 orang, yang bekerja di sektor
industri 65 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.759 orang. Dengan
demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian
berjumlah 3.094 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk

berdasarkan mata pencaharian.

Mata Pencaharian dan Jumlahnya
No Mata Pencaharian Jumlah Keterangan
1 | Pertanian 1114 orang
2 | Jasa/ Perdagangan
1. Jasa Pemerintahan 13 orang
2. Jasa Perdagangan 87 orang
3. Jasa Angkutan 20 orang
4. Jasa Keterampilan 23 orang
5. Jasa lainnya 13 orang
3 | Sektor Industri 65 orang
4 | Sektor lain 1.759 orang
Jumlah 3.094 orang

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa
Angsanah masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa

jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang
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dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.094 orang. Angka-angka inilah yang

merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Angsanah.

Kondisi Pemerintahan Desa

a.

Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Angsanah terdiri dari 7 Dusun yaitu:
1) Dusun Nak Dara
2) Dusun Beringin
3) Dusun Nyato
4) Dusun Tengah
5) Dusun Nong Kenek
6) Dusun Sumber Anom
7) Dusun Dubaja

Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya
limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka
memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa
Angsanah.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan
wilayah pemerintahan Desa Angsanah memiliki fungsi yang sangat
berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah
tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada
level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah

Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.
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Sedangkan di Desa Angsanah belum terbentuk Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun Warga (RW), hanya dimulai dari kepala dusun
(KASUN) yang langsung bertanggung jawab terhadap Kepala Desa.
Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa
Angsanah tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan
pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Angsanah
Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintah Desa Angsanah

No Nama Jabatan
1 | Moh. Masduki Kepala Desa
2 | Ibrohim SE.Sy Sekretaris Desa
3 | Muslim KAUR Perencanaan
4 | Ahmad Hudi KAUR Keuangan
5 | Abd. Majid KAUR TU dan Umum
6 | Zainur Ramadhani KASI Pemerintahan
7 | Su’udi Rahman KASI Kesejahteraan
8 | Maklum Nawawi KASI Pelayanan
9 | M. Yusuf Aldi Kasun Nak Dara
10 | Agus Imam Farisi Kasun Beringin
11 | Muh. Hofi Kasun Nyato
10 | Abd. Wafi Kasun Tengah
11 | Moh. Munif Kasun Nong Kenek
12 | Ach. Kuryadi Kasun Sumber Anom
13 | Moh. Zahri Kasun Dubaja
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Badan Permusyaw Badan Permusyawaratan Rakyat

Desa Angsanah

No Nama Jabatan
1 | Hosni Ketua
2 | Ach. Muchlis Sekretaris
3 | Fariji Bendahara
4 | Agus Salim Anggota
5 | Abdullah Anggota
6 | Sahawi Anggota
7 | Sahari Anggota
8 | Abd. Mukti Anggota
9 | Abdurrahman Saleh Anggota

Secara Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Angsanah
kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada

berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Kewenangan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan dan Pembinaan
Masyarakat di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
1. Situasi Pembangunan Desa

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tangung jawab
pemerintahan desa untuk direalisasikan, sebab dalam pemberdayaan,
pembinaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa baik dari

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam rangka
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pembangunan desa semua sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 6

tahun 2014 pasal 18 tentang desa yang berbunyi?:

Dengan adanya proses penelitian berdasarkan pengumpulan data
pendukung yang dilakukan oleh peneliti, secara langsung di lapangan,
dari beberapa perogram pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintahan Desa Angsanah antara lain adalah:?

1. Pembangunan Infrastruktur

Kondisi pembangunan di Desa Angsanah dalam jangka waktu tahun
2018-2019 hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang
terpenuhi secara maksimal, pemerintahan Desa menargetkan
pembangunan infrastruktur tersebut akan rampung pada akhir tahun
2019, seclain itu diantara beberapa fokus pembanguan tersebut,
pemerintah Desa Angsanah lebih menekankan pada pembangunan jalan
raya antar dusun, agar dapat menghubungkan antara dusun yang satu
dengan yang lainnya, pembangunan jembatan penghubung, dan juga
pembanguan kantor pelayanan masyarakat atau balai desa yang
diperuntukkan untuk melancarkan proses pelayanan secara maksimal
kepada masyarakat.

Pembangun Desa Angsanah sudah mulai beranjak pada sarana dan
prasarana Desa, dalam satu periode pemerintahan kepala desa, dalam

setiap tahunnya menargetkan satu sampai dua fokus pembangunan

2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3 Masduki, Kepala Desa Angsanah, Wawancara, Kantor Desa Angsanah, pada 15 Juli 2019.
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secara merata, dengan tujuan untuk kemajuan dan pemerataan
pembangunan desa yang lebih baik. Selain itu pemerintah desa juga
menargetkan untuk membangun lapangan olahraga, meskipun dalam
keadaan masih terkenadala dana yang masih dialokasikan pada sektor
yang lain.

Sedangkan persoalan bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat, adalah persoalan yang banyak terjadi di institusi
pemerintahan. Perspektif kesejahteraan tentunya mempunyai tingkat
yang  berbeda-beda  dimasing-masing  masyarakat.  Perspektif
kesejahteraan antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tentu
akan berbeda dengan cara pandang masyarakat yang tinggal di sekitar
pedesaan tentang arti kesejahteraan itu sendiri, persepektif

kesejahteraan pun akan berbeda dari waktu ke waktu.

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Bidang Kerajinan

Dalam tatanan sosial masyarakaat, potensi sumber daya manusia di
Desa Angsanah sangat mempuni, salah satu diantaranya adalah kerajinan
membatik, mayoritas masyarakat mempunyai kemampuan membatik,
akan tetapi hal tersebut menimbul prolematika tersendiri sebab
masyarakat tidak memproduksi hasil batik yang mereka buat, akan
tetapi mereka mengambil upah empat sampai lima ribu rupiah dalam
satu ukuran.

Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri bagi

pemerintahan Desa Angsanah, sehingga pada bulan Agustus 2019
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kemarin, pemerintahan Desa Angsanah melakukan pembenahan terkait
kerajinan masyarakat sehingga melakukan loncing batik khas Desa
Angsanah yang dipelopori oleh mahasiswa KKN dari Sekolah Tinggi Al-
Khorot, selain itu pemerintahan Desa Angsanah juga mendirikan badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diresmikan pada saat itu juga oleh
dinas terkait dari Pemerintahan Kabupaten Pamekasan.

Untuk menunjang terhadap kreatifitas masyarakat perlu adanya
pemberdayaan dan pembinaan khusus yang berkelanjutan, sebab jika
tidak dilakukan pembinaan dan pemberdayaan maka dihawatirkan
potensi tersebut hilang sedikit demi sedikit. Pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan melalui; pertama, pengembangan masyarakat, kedua
pengorganisasian masyarakat. apa yang dikembangkan dari masyarakat
yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya.

Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa
tidak bersifat menyeluruh dan menyentuh pada sektor lain, meskipun
sudah diketahui bahwa kemampuan masyarakat Angsanah meliputi
banyak hal antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan
wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan
masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat
dikembangkan.

Karena apabila diperhatikan dari sosio kultur masyarakat Desa
Angsanah mayoritas mempunyai potensi-potensi diri yang dapat

dikembangakan, seperti kerajinan, peternakan, dan kreatifitas lain
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pengelolaan sampah menjadi pendapatan ekonomis, hal ini harus
menjadi perhatian pemerintah desa, untuk diberikanya pendidikan,
pemberdayaan dan pembinaan khusus pada masyarakat, selain untuk
meningkatkan taraf perekonomian juga menunjang terhadap kemajuan

desa di bidang tersebut

Pembangunan Fasilitas Air Bersih

Selanjutnya pembangunan fasilitas air bersih juga menjadi bagian
yang tidak luput dari program pemerintahan desa, pasal di musim
kemarau saat ini pemerintah desa menargetkan pembangunan sarana dan
fasilitas air bersih di beberapa dusun yang terdapak kekeringan dalam
setiap musim kemarau.

Sejauh ini sudah terdapat beberapa titik yang difokuskan untuk
melakukan pengeboran air bersih, salah satunya adalah dusun Nyato,
Batu Baja, Nogkenek dan Bringin. Satu titik sudah sukses mendapatkan
sumber air bersih tepatnya di Dusun Batu Baja. Kemudian langkah
selanjutnya adalah dusun Nong Kenek.

Hal ini dilakukan bukan karena tidak mendapatkan bantuan air
bersih dari pemkot, melainkan agar setiap musim kemarau masyarakat
tindak perlu menunggu lama untuk memperoleh air bersih, selain itu
karan memang tidak semua dusun mendapatkan bantuan air bersih.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat
beberapa unsur yang menjadi landasan mendasar bahwa penyelenggaraan

kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa Angsanah
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tidak berjalan secara maksimal dan efektif, yaitu dengan adanya konsep
pembangunan yang hanya cenderung lebih mengedepankan sektor
infrastrukstur saja sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan
tentang desa dan di perkuat dengan adanya Peraturan Mentri Dalam
Negeri, Peraturan Menteri Desa juga Peraturan Presiden sudah
memberikan penegasan bahwa, dalam aspek pembangunan desa tidak
hanya terfokus pada satu unsur saja melainkan juga pada ranah-ranah
lainya yang berpotensi positif terhadap pembangunan desa sehingga
harus dikembangkan dengan tujuan demi kemajuan desa dan
kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Bapak Hosni selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Angsanah mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara
bertahap, artinya mengenai pemberdayaan dan pembinaan masyarakat
tetap menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa Angsanah,
namun untuk sekarang desa lebih fokus pada sektor pembangunan
infrastruktur hal ini disebabkan karena tindakan tersebut adalah
kebutuhan yang sangat sentral demi kemajuan desa, "Pembangunan
Desa untuk saat ini lebih terfokus pada sektor infrastruktur karena itu
sangat dibutuhkan, contoh jalan-jalan pelosok desa yang tembus antara
dusun satu dengan dusun lainnya, kemudian pembangunan jembatan

yang menghubungan antar dusun, lalu selokan atau jalannya air
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tujuannya adalah agar air tidak menggenangi jalanan dan menimbulkan

kerusakaan*"

2. Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan dan
Pembinaan Masyarakat
Jika dilihat dari susunan struktur Pemerintahan Desa sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam peranturan perundang-undangan yaitu terdiri
dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian Perangkat Desa terdiri
dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa,
pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
Kepala Desa adalah organ terpenting dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai
dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa,
pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik
Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas
umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan
urusan kemasyarakatan lainnya, yang meliputi pemberdayaan masyarakat
melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang
kesehatan, pendidikan serta adat istiadat dan potensi-potensi sumber daya

manusia lainnya.

4 Hosni, Ketua BPD Desa Angsanah, Wawancara, Rumah, Pada Senin 15 Juli 2019
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan
oleh peneliti dengan jajaran pemerintahan yang terdapat di Desa
Angsanah, perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat yang ada
dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan, penilitian
yang dilakukan tentunya tidak jauh berbeda dengan latar belakang
masalah dan metode penelitian yang terdapat pada Bab pertama,
penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti pada tanggal 15 sampai
dengan 25 Juli 2019, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui
pengumpulan data dan wawacara secara langsung dengan kuisioner,
dalam penelitian pertama bersama dengan Moh, Masduki selaku kepala
Desa Angsanah dan Ibrahim SE selaku sekretaris desa, Selanjutnya pada
penelitian kedua, peneliti bersama dengan Hosni selaku ketua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak
Sutrisno, selain tokoh masyarakat juga merupakan bagian dari perangkat
desa di Desa angsanah, dan terakhir pada tahapan ketiga peneliti bertemu
dengan Abd, Wafi Kepala Dusun Tengah, Moh, Zahri Kepala Dusun Batu
Baja dan Agus Imam Farisi Kepala Dusun Bringin.

Adapun tahapan-tahapan penggalian data yang dilakukan oleh
peneliti sebagai berikut:

Wawancara di Kantor Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan
Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui

wawancara dengan kepala Desa Angsanah bapak Mohammad Masduki
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dan sekretaris Desa Angsanah (Carek) bapak Ibrahin di kantor Desa
Angsanah, wawancara yang dilakukan langsung terfokus pada objek
permasalah yaitu mengenai tentang pemberdayaan dan pembinaan
masyarakat yang merupakan kewenangan desa dan merupakan
kewajiban bagi pemerintahan desa untuk direalisasikan.

Tentang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Mohammad
Masduki sebagai kepala desa mengatakan bahwa program desa tidak
mungkin dapat dilakukan secara serentak, kegiatan tersebut perlu
dilakukan secara bertahap, dan untuk tahun ini pemerintahan desa lebih
terfokus pada pembangunan desa dalam hal infrastruktur, dirinya juga
menambahkan bahwa terdapat beberapa kendala yang sangat akut di
masyarakat yaitu memberikan pemahaman bagi masyarakat Angsanah
untuk bersama-sama membangun desa sehingga tidak selalu bergantung
pada kepala desa atau pemerintahan desa secara terus menerus.>

Selain itu kepala Desa Angsanah sudah mengetahui bahwa,
Peraturan perundang-undangan sudah memberikan ketentuan khusus
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri sudah memberikan legitimasi yang
memuat tentang pemerintah desa, bahwa dalam menjalankan roda
pemerintahan desa, pembangunan juga pemberdayaan dan pembinaan
terhadap masyarakat desa, maka hal itu merupakan tugas dan fungsi

pemerintah desa sebagai kepala pemerintahan.

5> Masduki, Kepala Desa Angsanah, Wawancara, di kantor Desa Angsanah 17 Juli 2019
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Pemerintah Desa Angsanah juga menambahkan bahwa dengan
adanya peraturan yang berlaku dalam undang-undang pemerintah Desa
Angsanah tetap berwenang untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa pemberdayaan dan pembinaan namun secara berkala,
hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan
oleh undang-undang, sehingga implementasi kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah desa dalam menjalankan rotasi pemerintahan tidak
hanya terfokus pada sektor-sektor tertentu saja, melainkan sektor yang
lain harus menjadi perhatian tersendiri yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan efektifitas pemerintahan dalam membangun dan
memajukan desa, selain itu hal yang serupa juga di sampaikan oleh
sekretaris desa dan ketua BPD.

Hosni sebagai ketua BPD Desa Angsanah Juga menambahkan
bahwa pemberdayaan dan pembinan sudah tertulis jelas dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa,
pasal (3) mengenai maksud dan tujuan, menjelaskan bahwa tujuan
ditetapkannya peraturan mentri ini adalah dalam rangka mendorong

proporsionalitas pelaksanaan di bidang kewenangan desa yang meliputi®:

o

Penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Pelaksanaan pembangunan desa.
c. Pembinaan kemasyarakatan desa.

d. Pemberdayaan masyarakat desa

6 Perraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan
Desa
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Sama seperti yang disampaikan oleh Ibrahim selaku sekretaris Desa
Angsanah, dirinya mengatakan pembangunan desa tidak hanya terfokus
pada satu sektor saja, melainkan juga kepada sektor lain yang
merupakan ranah dari kewenangan desa, salah satunya adalah
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, namun di Desa Angsanah
sulit untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat, pasalnya
masyarakat selalu bergantung pada kepala desa dan pemerintahan desa,
dirinya juga mengetahui bahwa di Desa Angsanah terdapat banyak
sekali potensi-potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan baik dari
sektor pertanian, kerajinan, peternakan, dan juga lainnya. Dengan
memberiakan pemahaman bagi masyarakat, melalui pemberdayaan dan
pembinaan. Namun dirinya menambahkan bahwa semua itu tidak dapat
dilakukan secara serentak, sehingga perlu adanya tahapan pemfokusan
untuk membangun desa dalam setiap tahunnya.

Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pada tahapan kedua peneliti malakukan wawancara dengan ketua
Badan Permusyawatan Desa Hosni, dirinya menyampaikan secara
terbuka dan membenarkan bahwa pada saat ini pembangunan desa hanya
terfokus pada satu sektor atau bersifat sektoral, pembangunan
infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat sentral dan dibutuhkan
oleh masyarakat, namun dalam hal ini bukan berarti pemerintahan desa
tidak mementingkan kewajiban lainnya salah satunya adalah

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. selaku ketua Badan
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Permusyawaratan Desa (BPD) dirinya sudah inten melakukan
komonikasi dengan baik lebih dalam hal pembangunan desa, namun
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tersebut tidak bisa dilakukan
secara langsung, artinya perlu di musyawarahkan terlebih dahulu, sejauh
pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, program
tentang pemberdayaan dan pembinaan belum terealisasi secara
maksimal, karena pemerintahan yang ada di desa ini masih fokus pada
pembangunan infrastruktur dalam satu tahun kedepan, dan pada tahun
selanjutnya mungkin pemberdayaan dan pembinaan masyarakat akan
menjadi pembahasan pada musyawarah nanti dengan tokoh-tokoh
masyarakat dan seluruh ajajaran pemerintahan Desa Angsanah.’

Hosni juga menambahkan bahwa pemberdayaan dan pembinaan
bagi masyarakat desa, merupakan kewenangan pemerintahan desa yang
dalam pelaksanaannya dapat dialihkan atau bekerjasama dengan kepala
kewilayahan atau kepala dusun, ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-
undang Pasal 10 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018
menjelaskan  fungsi kepala kewilayahan atau sebutan lainnya
berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas
membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup
wilayahnya, sedangakn untuk melaksanakan tugasnya, kepala
kewilayahan atau kepala dusun mempunyai fungsi:

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

" Hosni, Ketua BPD Desa Angsanah, Wawancara Kedua, Rumah, pada 19 Juli 2019
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perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah.

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3) Malakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam  menjaga
lingkungannya.

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan desas
Sehingga untuk mencapai sebuah kemajuan yang diharapkan, maka

salah satu upaya yang sangat efektif adalah dengan diberikannya

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, sebab pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat adalah konsep ekonomi yang merangkum nilai-
nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam

pembangunan yang berdampak lebih baik.

Wawncara Dengan Perangkat Desa Angsanah

Pada tahap wawancara terakhir peneliti menemui beberapa
perangkat Desa Angsanah diantaranya Bapak Sutrisno, selain tokoh
masyarakat juga merupakan bagian dari perangkat desa di Desa
Angsanah dusun Sumber Anom, Abd, Wafi Kepala Dusun Tengah, Moh,
Zahri Kepala Dusun Batu Baja dan Agus Imam Farisi Kepala Dusun
Bringin. Dari beberapa hasil wawancara dengan perangkat desa, peneliti
menemukan beberapa data yang disampaikan masing-masing dari

mereka terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat
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sebagai bagiann dari kewenangan pemerintahan desa sebagaimana
amanata dari perundang-undangan.

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat menurut Sutrisno kepala
Dusun Sumber Anom dan Wafi,. SE Kepala Dusun Tengah mengatakan
bahwa langkah tersebut sangat bagus dan dapat menunjang terhadap
pembangunan dan kemajuan Desa Angsanah, akan tetapi di desa
Angsanah pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tidak terealisasi
secara maksimal. Dirinya menambahkan bahwa hambatan yang menjadi
tugas terbesar dari pemerintahan Desa Angsanah adalah memberikan
penyadaran kepada masyarakat, selain itu tugas utama fasilitator
pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini pemerintahan Desa
Angsanah adalah memberikan dan mengembangkan pembelajaran bagi
masyarakat Desa Angsanah untuk membangun tingkat kemandirian
dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.®

Wafi menambahkan bersamaan dengan itu, membangun kesadaran
kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi, sosial, pendidikan
atau pada sektor-sektor lainya yang berlangsung secara mapan dibarengi
dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog, sehingga
mempunyai kapasitas transaksional yang diharapkan bisa mengambil
posisi tawar yang kuat dengan kekuatan lain.

Senada dengan yang disampaikan oleh Moh, Zahri Kepala Dusun

Batu Baja dan Agus Imam Farisi Kepala Dusun Bringin, hanya saja

8 Sutrisno, Wafi, Kepala Dusun Sumber Anom dan Nak Dara, Wawancara, Rumah, pada 10 Juli
2019d
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Zahri memperjelas beberapa hal yang menjadi faktor utama tidak
terealisasinya program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang
ada di Desa Angsanah, pasal kendala yang dihadapi adalah ketidak
jelasan potensi sumberdaya manusia yang ada di Desa Angsanah, sejauh
ini masyarakat hanya melakukan pekerjaan sebagai petani, pedagang,
peternak dan lainnya, sedangkan yang keunggulan yang melekat secara
khusus pada diri masyarakat sangatlah minim.

Kebanyakan masyarakat desa bekerja sebagai buruh batik, yang
usaha tersebut bukan milik Desa Angsanah atau tidak dikelola langsung
oleh desa sendiri, melainkan Desa Kalampar, selain itu dari dinas-dinas
terkait tidak ada program yang secara langsung bersentuhan dengan
masyarakat. Padahal apabila dilihat dari potensi yang terdapat di Desa
Angsanah sangat komplit, sehingga apabila dapat dikelola dengan baik
oleh masyarakat desa, maka akan berdampak baik untuk pembangunan
desa.

Dalam jangka satu tahun kedepan pembangunan desa yang
dilakukan oleh pemerintahan Desa Angsanah lebih kepada infrastruktur,
dan sektor lainnya tetap menjadi bagian dari pembahasan pada rapat
kerja di tahun yang akan datang, artinya pelaksanaan pembangunan
tidak dapat dilakukan secara serentak, semua itu tetap akan
dilaksanakan secara berkala oleh pemerintahan Desa Angsanah.
Perubahan yang diharapkan juga tidak selalu harus terjadi secara cepat

dan bersamaan dalam langkah yang sama. Kemajuan dalam membangun
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desa dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin
kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor
dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula
antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan
kondisi lainnya. Oleh karena itu pembangunan Desa Angsanah
khususnya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat adalah lumbung

dari kemajuan desa dan tetap akan direalisasikan.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH AL DUSTURIYYAH

A. Analisis Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Tentang
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan

Dalam hal pengaplikasian kewenangan, pemerintahan Desa mempunyai
otoritas penuh untuk mengembangkan dan mengelola sumberdaya yang
terdapat di desa, baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya
alamnya, namun beda halnya dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Desa
Angsanah, pelaksanaan pembangunan yang tidak merata juga berbagai
ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan menjadi
fokus pembahasan tersendiri dalam analisa penelitian ini.

Pasalnya apabila melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti dapat menarik beberapa aspek pembahasan terkait dengan
implementasi kewenangan dalam kaitannya dengan pembangunan desa,
dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 67 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa':

' UU. No. 6 tahun 2019 Tentang Desa

88



89

Ayat (1) Desa berhak:

a)

b)
©)

Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak
asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa.
Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Mendapatkan sumber pendapatan.

Ayat (2) Desa berkewajiban:

a)

b)
©)
d)
e)

Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan
masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan
NKRIL

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakkat desa
Mengembangkan kehidupan demokrasi

Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa

Memberikan dan meningkat kan pelayanan kepada masyarakat desa

Sedangkan untuk merealiasikan hak dan kewajiban desa tersebut

tentuanya adalah tanggung jawab pemerintahan desa sebagai bagian dari

promotor pembangunan dan kemajuan desa, selain itu dalam kaitanya

dengan pembangunan desa pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

juga memberikan pembagian di dalamnya yaitu’:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup manusia serta pengulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangkan potensi ekonomi lokal, serta pemenfaatan sumberdaya

alam dan ligkungan secara berkelanjutan.

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan.

2 UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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3. Pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketetapan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-
undangan di atas, maka pembangunan desa yang dilakukan oleh
pemerintahan Desa Angsanah hanya bersifat sektoral, artinya tidak
menyeluruh, seharusnya pemerintahan desa bertanggung jawab penuh untuk
menerapkan sepenuhnya pembangunan desa dari segala sektor berdasarkan
potensi yang terdapat di desa itu sendiri, sejauh hasil pengumpulan data
yang dilakukan peneliti, dapat menjelaskan bahwa pembangunan di Desa
Angsanah hanya terfokus pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan
jalan raya, irigasi dan jembatan penghubung antar dusun, sedangkan dalam
sektor lainya tidak menjadi prioritas utama.

Sedangkan sebagai bagian dari kewenangannya, pemerintahan desa
dalam melaksanakan pembangunan secara maksimal di segala sektor
sebagaimana yang telah dimandatkan oleh undang-undang, maka
pemerintahan Desa Angsanah sudah menyalahi ketentuan yang ada dalam
undang-undang, pasalnya dalam teori kewenangan terdapat dua aspek yang
sangat urgen untuk melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya
dengan hukum publik ataupun hukum privat, undang-undang yang mengatur
tentang  kewenangan  pemerintahan desa dalam  merealisasikan
kewenangannya sudah sangat jelas, artinya jika kewenangan tersebut

bertentangan dengan peraturan maka akan menimbulkan akibat hukum.



91

Sehingga menjalankan pemerintahan pada tingkan desa sudah diataur oleh
undang-undang (atribusi), maka kemudian akibat hukumnya adalah sangsi
administratif atau sampai pada taraf pemberhentian.

Selain itu pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa muncul karena
adanya suatu kondisi dan situasi sosial ekonomi masyarakat yang rendah
mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. ketidakmampuan dan
ketidaktahuan masyarakat tersebut mengakibatkan produktivitas mereka
rendah. Tentunya dengan adanya pemberdayaan dan pembinaan terhadap
masyarakat akan mampu mengubah perilaku masyarakat yang merugikan
atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri
menjadi berbanding terbalik, sehingga perlu adanya pengorganisasian
masyarakat sebagai suatu upaya untuk saling mengatur dalam mengelola
kegiatan atau program yang dikembangkan di desa.

Pada dasarnya prinsip utama dari pemberdayaan adalah demi
mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri. Namun, pemerintahan
Desa Angsanah sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk
merealisasikan program pembangunan desa secara bertahap, artinya
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab
pemerintahan desa untuk dilaksanakan selain memang hal tersebut menjadi
kewenangan pemangku kebijakan di tingkat desa. Selain itu terdapat
berbagai ragam kesulitan yang menjadi penghambat dan mengganggu
kelancaran pembangunan Desa Angsanah, yaitu kesadaran masyarakat

menjadi kunci utama untuk bersama-sama membangun dan memajukann
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desa dari segala sisi, utamanya pengembangan terhadap sektor unggul dan
potensi-potensi yang ada di Desa Angsanah, baik sumberdaya manusia

mapun sumberdaya alamnya.

B. Analisis Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Tentang
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut Figh Al-Siyasah Al-

Dusturiyyah di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan identifikasi data yang didapatkan oleh peneliti dengan
melalui wawancara dan pengamatan lapangan, maka dalam hal ini
pembangunan yang dilakukan di Desa Angsanah tidak ubahnya
pembangunan yang kaku, semestinya, sebagai pemangku dari setiap
pelaksanaan pemerintahanan pada tingkat desa, pemerintahan Desa
Angsanah mampu dan memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan
kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara keseluruhan
untuk pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rumusan Islam atau teori hukum islam masyarakat di
konotasikan sebagai A/-ummah (rakyat atau suatu komunitas), konsep secara
spesifik dalam Islam, ummah diartikan menjadi empat macam?:

a. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda

Tuhan.

b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.

c. Khalayak ramai .

3 Ibid.
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d. Umum, seluruh umat manusia.

Sehingga seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengan masyarakat
(ummah) yang dipimpinnya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan
bimbingan, arahan dala segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat,
sosial demi pembangunan wilayah kekuasaannya secara maksimal, oleh
karena itu pemberdyaan dan pembinaan merupakan kegiatan yang sangat
sentral bagi masyarakat.

Dalam kaitanya dengan pemerintahan desa, islam sudah memberikan
ruang tersendiri untuk merealisasikan kewenangan pemerintahan
berdasarkan rambu-rambu yang sudah tertulis dalam syariat Islam, Islam
mengkategorikan pemimpin atau kepemimpinan sebagai imamah atau
khalifah, dan juga secara istilah Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh
yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai
pengganti fungsi Rasulullah SAW.* Sesuai dengan apa yang dikemukakan
oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu “imamah adalah
kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah
yang diwarisi Nabi”.>

Sementara disisi lainnya Ibnu Taimiyah berpndapat bahwa imamah
adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum

syari’at serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia

4 Ali Abd Al-Raziq, A/-Isalm Wa Ushul Al-Hukm, Al-Qahirat, 1925, 2.
5 J. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah “Ajaran, Sejarah Dan pemikiran, (Jakarta: Raia Grafindo
Persada, 1997), 44.
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dan akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.® Dari beberapa batasan

tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrumen pendukung antara

lain:

a. Al-siyasah atau sistem.

b. Tasharufatau kebijakan yang terstruktur.

C. Mas’uliyah atau tanggung jawab.

d. Ba’iah ‘ammah atau kepatuhan umat dalam hubungan saling
membutuhkan.

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha,
mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan melaksanakan
hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas
yang digariskan Islam.” Selain itu dalam syariat Islam juga memberikan
legitimasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan sitem pemerintahan dengan
berdasarkan asas-asas Islam yaitu:

1. Asas Amanah
Mengandung makna kekuasaan politik yang dimiliki oleh
pemerintah adalah amanah dari Allah dan rakyat yang telah
memberikannya melalui bajat, karenanya pemerintah melaksanakan
tugasnya dengan memenuhi hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum

Allah.

Op4la8 3505 RSTBUT 15525 J2ls 1552 Y 1T )l g

® Hasyim Abbas, Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam, (Y ogyakarta: Kutub, 2004), 8.
7 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), 129.
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui

2. Asas Keadilan
Mengandung makna pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat

dengan membuat hukum yang adil.

fo
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Surat Al Maidah Ayat 8)8
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Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu
khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan
(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan” (Surat As-Shaad ayat 26)

8 Surat Surat Al Maidah Ayat 8, A/l-Qur’an dan Terjemah Al-Kaffah, (Surabaya : Sukses
Publishing, 2012), 109.
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3. Asas Ketaatan
Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum yang terkandung
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah ditaati. Demikian pula hukum
Perundang-Undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati.
Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga

dibebankan kepada pemerintah. (Al Nisa' Ayat 59)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS, Surat An-Nisa ayat
59)

4 Asas Musyawarah
Mengehendaki agar hukum Perundangan dan kebijakan politik
ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Masalah
yang diperselisihkan diantara para peserta musyawarah harus
diselesaikan menggunakan ajaran dan cara yang terkandung dalam Al-

Qur’an dan Sunnah.

p
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka
(diputusakan) dengan musyawarah antara mereka menefkahkan
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sebagaian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. al-
Syuraa Ayat. 38)
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.” (Al-Imran, ayat 159).

Sehinngga dengan adanya garis-garis koridor yang sudah diberikan
oleh syariat Islam, menjadi amanah tersendiri bagi pemerintahan desa
sebagai bagian dari tanggung jawabnya, ketidak maksimalan dalam
pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Angsanah utamanya
tentang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat perlu menjadi sorotan
khusus agar hal tersebut dapat direalisasikan selama periode
pemerintahan desa berlangsung, sehingga pemerintahan desa tidak
hanya terfokus pada pemabngunan infrastruktur saja, melainkan
pemberdayaan dan pembinaan juga menjadi bagian pentig untuk

membangun desa.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dari bab I sampai bab IV dapat diambil kesimpulan

bahwa:

1.

Dalam implementasi Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pada
dasarnya sudah termaktub secara jelas dalam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa, schingga dalam kontek kewenangan yang
bersumber dari undang-undang (Atribusi). Sehingga berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis, menegaskan bahwa pemberdayaan
dan pembinaan di Desa Angsanah tidak dilaksanakaan secara maksimal,
hal ini disebabkan karena adanya target khusus setiap tahunnya, sehingga
tidak mungkin dapat merealisasikan pembangunan desa secara serentak.

Apabila di tinjau dari sudut pandang Fig Al-Siyasah Al-Dusturiyyah
maka islam sudah memposisikan pemerintahan desa sebagai bagian dari
al-Imamah, hal ini jika dikaitkan dengan figh a/-Siyasah al-Dusturiyyah,
maka pemerintahan desa masuk dalam a/-siyasah al-Dusturiyyah al-
Thanfidiyyah yang menjelaskan tentang imam (pemimpin) yang di
dalamnya terdapat instrumen pendukung yaitu; A/-siyasah, Tasharufyang
terstruktur, Mas uliyah dan Ba’iah ‘ammah. Sehingga seorang pemimpin
bagi ummat mempunyai tanggung jawab penuh, untuk melaksanakan

perannya secara maksimal.
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B. Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran
pemerintahan Desa Angsanah untuk memaksimalkan pelaksanaan program
pembangunan desa yang tidak hanya terfokus kepada pembanguan
Infrastruktur, akan tetapi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga
wajib menjadi perhatian penting agar pembangunan desa Angsanah benar-
benar terwujud dengan baik, atau jika tidak maka pembangunan infrastruktur
setidaknya mendukung terhadap sektor-sektor pertanian mengingat
mayoritas masyarakat Desa Angsanah adalah petani, seperti pembangunan
irigasi yang menjangkau lahan-lahan masyarakat.

Selanjutnya semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat
memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca dan peneliti dalam
mengamati segala bentuk problematika yang terjadi disekitar dengan
berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Dan jika dalam
penulisan hasil penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis
menerima berbagai masukan dan arahan yang kontruktif untuk

penyempurnaan hasil penelitian.
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